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» CALONKAPOLRI

DPR

= il

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam
menguji Komjen Pol. Budi Guhawan'sebagai calon

tunggal Kapolri.

Ashari Purwo & Dika Irawan
redaksi@bisnis.coid

Padahal Presiden Joko Widodo
mengabaikan dua lembaga antira-

suah itu. Asrul Sani, anggota Komisi
Il sekaligus anggota Badan Musya-
warah (Bamus) DPR yang merumus-
kan fit and proper test (tes kepatutan
dan kepantasan) calon Kapolri, me-
ngatakan DPR malah akan meminta
pendapat dua institusi itu. Budi
Gunawan selama ini diterpa isu me-
miliki rekening gendut.

"Kami akan minta data KPK dan

PPATK tentang Budi Gunawan” kafa:
.1ya seusai-Tapat-Komisi Il DPR,

Senin (12/1):

Data tersebut akan disandingkan
dengan keterangan yang diambil dari
permyataan Budi saat fit and proper
test. "Fungsi data itu hanya klarifika-
si. DPR tidak menginginkan ada peja-
bat pilihan Presiden Jokowi bermasa-
lah saat menjalankan tugasnya,” kata

- Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu

Romahurmuziy ite.

Meski demikian, Asrul menolak
anggapan DPR mementahkan penye-
lidikan internal Polri yang menyata-

Naotot Libatkan KPK dan PPATK

~ JAKARTA—DPR ckan melibatkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan -

kan Bud1 bersm dan kepemlhkan

rekening gendut. |
"Bambang ~Hendarso  Danuri,
Kapolri yang menjabat saat itu, per-
nah menyatakan Budi bersih. Tapi
penyelidikan anggota Polri tidak se-
harusnya dilakukan oleh institusi

‘Polri sendiri, Jadi DPR perlu meng-

Klarifikasi,” katanya.

Data dari KPK dan PPATK itu, lan-
jut Asrul, juga untuk mengklarifikasi
kicauan mantan Kepala PPATK Yunus
Husein di akun Twitter @ YunusHusein.

"Dalam akun Twitternya, Yunus
menulis bahwa Budi pernah dicalon-
kan masuk dalam Kabinet Kerja
Jokowi namun gagal atau tidak Tulus
karena rapornya merah,” katanya.

Dalam kicauan itu, Yunus me-
minta Jokowi untuk tidak tunduk
kepada tekanan politik pribadi mau-
pun golongan karena bisa berdam-
pak pada melemahnya kepercayaan
publik. Wakil Ketua Komisi Il DPR,
Desmond J. Mahesa, menilai penun-
jukan calon tunggal Kapolri ini mem-
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bukilkan ada Ketidakberesan yang
dilékukan Jokow tefkait pencalonan

‘Budi yang pernah menjadi- ajudan
Presiden Megawau Soekamopum
 Desmond juga  menyayangkan
tdek adanya sikap proaktif dari KPK
,-dan PRATK untuk mepelln rekam
s

JUmversnas Indonesm Erlangga‘ ‘\
Masdiana, mengatakan clon Kapolri
harus mampu memiliki frame polisi -
ke depan yaitu polisi sipil, tidak seba -
salatmegm; - o
Menurut dia, polisi sipil itu meml 1
liki orientasi pada pelayanan masya-
nsi rakat dgngan men}aga ketemban dan‘i _
mi- - Keamanan umum. -
enter hbatkan, kenapag ¢
L tidak?” kata Desmond yangf

“Alat negara hanya untuk e

s0l tu-  makan Poli sebagai hudaya Orgam

i it sasi Thgaspokokdmfungsmoha %
an _ perti menjaga keamanan, memberikan

. - pelayann masyarakt, dan penegakan

)DPR akan meminta :
 masukan KPK dan PPATK ;"
ﬂsoal rekeninq qendut Budl’-?
»VJGunawan

‘ bDPR hanya blsa
‘menerima atau. e
'.menqemballkan nama '

;calon Kapolri ke Pre51d¢n;{,,-. "

tahankan kekuasaan eh fe” katanya‘ N
- kepada Bisnis di Jakarta, Senin, -

i poli mendatang membentuk denstls '
-~ Diamenilai hal tersebut harus dmta ‘ o -

antikorupsi. .
 Menurut Komisioner Kompoinas,
- Edi Saputra Hasibuan, Polri harus be:
kerja maksimal, dalam menangani
DR kan - kasus Korupsi. Bdi membetikan con-

| f juga ok tesebut harus ipaham secara-

f fkonstrukhfolehpt)hm e
. Sementara itu, dia melhat saat il un
'budaya organisasi i tubuh Polr idak
ta i :«f}ftérbanglm Masingmasing Korps be-
bisa seja erfa- sendiri-sendir, “Brimob bekerja
‘ send]ﬂ intl bekeria sendir,” katanya,
_ Sementara-itu, Komisi Kepolisian
‘ «;Nasmnal [Knmpolnas) berharap Ka

eh seperti Kejaksaan Agung (Keje-
1g) yang membentuk ‘Satgasts
untuk menangani perkara kompsy

. yang mangkrak di e jagung. -

. Menurut Edi, jika Polri memben'
ltuk densus antikrupsi, Dlrektofat
- Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) i
- bawah Kabareskrim tidak dlperlukan,

lagl (ShotanuddinAlAyyuwﬁ
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